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Berdiri sejak April tahun 1971

Memiliki 34 Kepengurusan Provinsi
dengan lebih dari 3.500 anggota biasa dan
1,100 perencana bersertifikat

Satu-satunya organisasi profesi Perencana
Wilayah dan Kota di Indonesia, dan salah satu
yang terbesar di ASEAN

Anggota resmi dari ISOCARP (International
Society of City and Regional Planners)

Asosiasi Profesi terakreditasi di Bidang Jasa
Konstruksi di Kementerian PUPR

Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

yang mendapatkan lisensi dari BNSP dan
akreditasi dari LPJK

Nomor: BNSP-LSP-2010-0
Masa Beriaky Hingga
11 Okiober 2025

SERTIFIK

Badan Nasional Sertifikas:

AT LISENSI

(BNSP) memberikan Lisensi kepada

Pihak Ketiga
Sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi
Deng?wmmwbsemyzmeuhd&e(apﬁmwm
Lembaga Sertifikasi tersebut secara konsisten

ompetensinya sesual dengan
:’odomw BNSP 201 versi 2014, Pedoman BNSP 202 versi 2014 dan Pedoman
BNSP 210 versi 2017
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o W0 FRAC0GS Ketayoran Bar, Sekanla Saiatan, hart 2V Tasus
Nomor BK 0401-Lk/865 Jakarta, 04 Oktober 2021
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Hal

Rekomendasi Lisensi LSP bidang Jasa Konstruksi

Ketua LSP Perencanaan Wilayah Dan Kota

Tempat

o Lisensi LSP sesuai surat nomor

001/Sekre/LSP-PWKMIV2021 tanggal 4 Agustus 2021, bersama ini kami sampaikan bahwa

berdasarkan hasi pemenksaan serta verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh LPJK,

maka diberikan rekomendasi flisensi LSP di bidang Jasa Konstruksi dengan

memperimbangkan kiasifikasi dan subklasfikasi Tenaga Kena Konstruksi, organisasi atau

lembaga pembentuknya, serta kualffikasi Tenaga Kerja Konstruksi dengan rincian sebagai
hut

benl
Nama LSP LSP Perencanaan Wilayah Dan Kota
Unsur Pembentuk LSP Tkatan Ahli perencanaan indonesia (IAP)

Jerss Rekomendasi Lisensi Baru

pada kiasifikasi dan subklasifikasi dengan ruang lingkup sebagai berkut
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01 Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Dari jumlah tersebut, , berdasarkan data
® merupakan organisasi profesional di dari LSP PWK yang melaksanakan Standar

bidang perencanaan wilayah dan kota ~ Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) saat ini terdapat 547 anggota telah

P e rke mb an an yans ter.tua darytgr gy’ ql. InQones|a tersertifikasi sebagai Ahli Muda Perencana
serta Asia Tenggara. Berdiri sejak tahun

_, SR Tata Ruang Wilayah dan Kota, 507 anggota
1971, IAP kini memiliki 3.879 anggota sebagai Ahli Madya, serta 108 anggota

Angg()ta IAP lnd() neSia perencana wilayah dan kota. Anggota sebagai Ahli Utama.

IAP tersebar di seluruh provinsi di

Tahun 2024 Indonesia, dengan 34 kepengurusan

provinsi yang telah terbentuk.
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IAP mendorong pengembangan kebijakan berbasis sains dan peningkatan kapasitas
pemerintah daerah dalam perencanan wilayah dan kota

A TAP b
%r‘as%m*skﬁlf Forum
Kepala Bapped

Tata RUﬂamJg Ko

Solusi Berbasis Alam Untuk Perkot
24 November 2023
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SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIE, INDOMNESIA

PERATURAN PEMERINTAH REFUBLIK INDONESIA

SK Mo 140568 A

Mengingat .

2.

NOMOR 5% TAHUN 2022
TENTANG
PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 357 ayat (5] dan
Pasal 359 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Perkotaan;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 657 3);

Undang-Undang Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 657 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TEMNTANG PERKOTAAN.

BaB1...

AMANAT

PERATURAN PEMERINTAH NO. 59
TAHUN 2022 TENTANG PERKOTAAN

Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RP2P diatur dengan :
Peraturan Menteri yang dikoordinasikan dengan kementerian yang :
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, :
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :
perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjoan umum :

Pasal 46

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Perkotaan
(SPP) diatur dengan Peraturan Menteri

(2) Dalam penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melibatkan kementerian lembaga terkait.

Pasal 64 (ayatl)

Penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekaktan kota
cerdas diatur dalam Peraturan Menteri di koordinasikan dengan
kementerian/lembaga terkait.




KEBUTUHAN MENGELOLA URBANISASI SECARA
EFEKTIF DAN EFISIEN

2>

Beyond Development
Seringkali hanya fokus pada penyediaan fasilitas/fisik keruangan saja, perencanaan pengoperasian dan
pemeliharaan sering diabaikan

Layanan untuk semua
Semua lapisan masyarakat harus mendapatkan akses layanan perkotaan, khususnya kelompok rentan

Sinergi antar penyedia layanan perkotaan
Kurang terintegrasinya proses penyediaan layanan baik antar sektor, antar lintas kewenangan termasuk
layanan yg dikelola badan hukum.

Komitmen Global Perkotaan

New Urban Agenda - Cities For All
Komitmen untuk mendorong pembangunan perkotaan yang inklusif,
non diskriminatif, serta berkelanjutan.

SDG's

Memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, dapat merasakan
manfaat dan Dberpartisipasi langsung dalam pembangunan vyang
berkelanjutan.
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RENCANA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERKOTAAN
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Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan RP2P merupakan bagian dokumen

Perkotaan adalah rencana pentahapan sistem RPJMD yang dioperasionalisasikan dalam ,

Pelayanan Perkotaan beserta strategi pendanaan RKPD dan diintegrasikan dalam RTRW 4 ;Jxﬁ”i '

indikatif yang merupakan bagian dari dokumen e . T

rencana pembangunan daerah dan terintegrasi == e -

denganrencana tata ruang T e
Penyusun: ~. —l e

RencanaPSeif;ﬁl)ggr?layanan Kota sebagai daerah - = T

dan Kaw. Perktoaan Bappeda Kota/Kabupaten S N g

dalam Kabupaten

Kaw. Perkotaan lintas
Kab/Kota pada 1
Provinsi

Bappeda Provinsi

Kaw. Perkotaan lintas
Kab/Kota pada 2 atau
lebih Provinsi

Masing2 Bappeda Provinsi

Kaw. Perkotaan yang

menjadi KSN Bappeda yang bersangkutan

ORORONO

— e S it = —3
"':,:« = «%wg 2

Pasal 1-7



FASILITAS LAYANAN PERKOTAAN

Fasilitas Umum :

Prasarana

Jaringan jalan dan
perlengkapan keselamatan
lalu lintas;

Sistem penyediaan air minum
Jaringan drainase;

Sistem pengelolaan air
limbah;

Sistem pengelolaan
persampahan;

Sistem proteksi kebakaran;
Terminal atau stasiun;

Jalur pejalan kaki dan
penyeberangan;

Jalur sepeda dan kendaraan
listrik; dan

Jalur evakuasi bencana

Sarana

Sarana pemerintahan;
Sarana pendidikan;

Sarana kesehatan;

Sarana transportasi;

Sarana peribadatan;

Sarana perdagangan;

Sarana kebudayaan, rekreasi,

Gor, gedung pertunjukan dsb.

Sarana keuangan dan
perkonomian;

Sarana ruang terbuka hijau;
Sarana penelitian dan
pengembangan TIK;
Museum dan perpustakaan;
tempat pertemuan, insentif,
konvensi, dan pameran

« Jaringan listrik;

« Teknologi informasi dan
komunikasi;

« Gas dan pengisian bahan
bakar.

Fasilitas Sosial :

Fasilitas:

Komunitas adat dsb:
penanganan warga negara
migran korban tindak
kekerasan dsb.

Rehabilitasi NAPZA
Perlindungan jaminan sosial;
Siap tanggap darurat bencana
Pencatatan informasi cuaca;
Layanan informasi dan data;
Pemadam kebakaran;
Layanan untuk tenaga kerja;
Pemakaman;

Perlindungan hukum;
pembinaan UKM,;

sanggar seni; dan
Trantibumlinmas



Persebaran dan
.
Peruma

han

Perumahan

PEMETAAN KAWASAN

PERUMAHAN

Fasilitas

yang Dimiliki

Tabel Kebutuhan Data

Penggunaan

Data Penggunaan
Fasilitas

Keselamatan Lalu Lintas

Daerah X

Kode
Klasifiltasi . . . Sumber Data | Sumber Data Non Lokasi
Data Kode Variabel S!.lb Sub Variabel Keterangan Sub Variabel Strulctural Struktural [Georrirencs)
Variabel
C.x.xxx Fasilitas Umnum dan Fasilitas Sosial Daerah yang disediakan Pernmahan Swasta
C.0.1 7 2h Pe ahan Data Jumlah Perumahan di
Dacrah X Perangkat Sumber Cpen
Peta C.0.0 Jenis Perumahan Komersial /umum / swadaya/lkkh Dea_ra_]::l }rﬂ_ﬂg Source, seperti
usus/negara membidangi
Perumahan C.0 Persebaran OpenStreethap,
Jumlah Pendudulk per Data Jumlah Penduduk per perumahan
Peramahan 0.3 : Google Maps atau
Perumahan Perumahan di Daerah X dan kawasan
. Badan Hukum
04 Bentuk Rumah pada Tuneeal/Deret /S permukiman
: Perumahat nggal /Deret/ Susun
Prasarana
, , Kapasitas Jaringan Jalan di
C.1.1 Kapasitas Jaringan Jalan Daerah X
. 10 Biaya Pengelolaan Biaya Pengelolaan Jaringan
Jaringan Peta Jaringan T Jaringan Jalan Jalan di Daerah X Perangkat Sumber Open
Jalan dan ieﬂmr I PR Penggunaan (Okupansi) | Penggunaan (Okupansi| Eiﬂ;‘lﬁ;;d:w;ﬂg Source, seperti
Perlengkapan C.1 , T Jaringan Jalan Jaringan Jalan di Daerah X &l OpensStreetMap,
Keselamatan i{‘iunglii ,I:tatus Kondisi Penggunaan Jaringan dpe la ahan Google Maps atau
: an Kelas C.1.4 Kondisi Penggunaan Jalan ; B Kawasan
Lalu Lintas jalan ;ala;ll digafragk X permuki Badan Hukum
. ondisi Perlengkapan
C.1.5 Kondisi Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas di

T s




RP2P

Rencana Sistem pelayanan
Perkotaan

« Rencana penyediaan layanan Perkotaan;
Rencana pengoperasian layanan Perkotaan;
Rencana pemeliharaan layanan Perkotaan;
Rencana pembinaan SDM; dan

Rencana pengembangan teknologi dan
inovasi dalam penyediaan, pengoperasian,
dan pemeliharaan layanan Perkotaan dengan
pendekatan kota cerdas.

@ Rencana Pendanaan indikatif

Merupakan perkiraan biaya pemenuhan Rencana
Sistem Pelayanan Perkotaan

Dilakukan dengan Pendekatan Kota Cerdas:

&

,\|

e

l¥acia | [ | ,
Tata Igelo!a Ekonomi Kehidupan Masyarakat Lingkungan Mobilitas
Birokrasi Berkota

Diatur dalam Permendargitentang Pendekatan Kota Cerdas

Metode Pengukuran Berbasis Data menggunakan
Indeks Perkotaan Berkelanjutan

Indikator ndikator Indikator

Layanan Perkotaan \5) Perkotaan ,’ 9 \}Perkotaan
dan Kualitas Hidup Cerdas Berketahanan
ISO/SNI 37120 ISO/SNI 37122

~--~7 " ISO/SNI 37123

Metode Pengukuran Berbasis Persepsi Menggunakan
Indeks Persepsi Perkotaan Berkelanjutan

Standar
KETERJANGKAUAN

Standar
KEMANFAATAN}}

Untuk memastikan warga Untuk memastikan semua Untuk memastikan warga
Perkotaan menerima kelompok termasuk Perkotaan di setiap bagian
mManfaat dari layanan kelompok rentan dapat wilayah Perkotaan dapat
perkotaan memanfaatkan layanan menjangkau layanan

Perkotaan secara adil. secara efektif dan efisien.
*Diatur dalam Permendargi tentang Standar Pelayanan Perkotaan



RENCANA SISTEM PELAYANAN PERKOTAAN

Meliputi Rencana:

22>

Inova

Pemetaan Identifikasi Pemetaan Pemetaan Penilaian
Rencana dim Kelompok Titik Easilitas Kawasan Kinerja
RTRW dan RDTR Perumahan Pengelola

e Penghitungan Perumusan
Analisis Kinerja Kebutuhan Tujuan

Layanan Layanan Rencana

Penyusunan Penyusunan Matrik Perencanaan
Peta Jalan kedalam Sistem Informasi RP2P

Perencanaan yg Terintegrasi dengan SIPD

Konsolidasi
Perencanaan

Pasal 8 - 15



Lanjutan... RENCANA SISTEM PELAYANAN PERKOTAAN MENJADI
BAGIAN RPJMD DAN DIINTEGRASIKAN DALAM RTRW

RPJMD RTRW

Tujuan, Kebijakan,

Pendahuluan Strategi Penataan 1
N Ruang
Rencana Struktur
Gambaran Umum Ruang 1
Kondisi Daerah T ——
Rencana Pola Ruan
Gambaran Keuangan enc uang 1
Daerah T — —

Arahan Pemanfaatan
Permasalahan dan
Isu Strategis

Ruang - Indikasi 1
Program Utama
—
Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran
Dioperasionalisasikan

T—
ada rencana kerija Strategi, Arah
gan pendanaan ) ‘ Kebijakan dan Program

Pembangunan Daerah
dalam RKPD

. Kerangka Pendanaan

‘CM

Perangkat Daerah
Kinerja

‘ Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Permendagri 86/2017

Rencana Sistem

Pelayanan Perkotaan Ketentaun

Pengendalian 'I
Pemanfaatan Ruang
T T——

Kebijakan
Pengembangan '|
Kaw. Strategis
N TT—

Kebijakan
Pengembangan 1
Wilayah
—— T—

Peruntukan Ruang pada -I
Sempadan Pantai,
Sungai, dll

Renc Penyediaan dan .
Pemanfaatan
Diintegrasikan oleh perangkat

daerah yang memb/da.ngll Alur Migrasi Biota Laut
penataan ruang sesuaqi PP 21/2021
kewenangannya

ZM=P>OVCWP> A

>=0X
- NZ—=<0AT



RENCANA PENDANAAN
INDIKATIF

Rencana pendanaan indikatif merupakan perkiraan biaya pemenuhan rencana sistem pelayanan
perkotaan yang disusun melalui tahapan:

Estimasi Biaya Layanan Identifikasi Sumber Pendanaan Penyusunan  Skenario
Layanan Pendanaan Layanan

Pasal 16 - 23



Lanjutan...

RENCANA PENDANAAN INDIKATIF MENJADI

BAGIAN RPJMD DAN DIINTEGRASIKAN DALAM RTRW

RPJMD

‘ Pendahuluan '
Gambaran Umum
Kondisi Daerah
Gambaran Keuangan
Daerah

‘ Permasalahan dan
Isu Strategis
Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran

Dioperasionalisasikan

ada rencana kerja Strategi, Arah
(Fj) d J ‘ Kebijakan dan Program
2 [Nz neke Pembangunan Daerah
dalam RKPD
Kerangka Pendanaan
dan Program
Perangkat Daerah
Kinerja
‘ Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Permendagri 86/2017

RTRW

Tujuan, Kebijakan,
Strategi Penataan 1

| Ruang

Rencana Struktur

Ruang 1
T —_—_—

Rencana Pola Ruang 1

- e

Arahan Pemanfaatan
Ruang - Indikasi 1

Program Utama
T —— g____-

Rencana Pendanaan

Indikatif Ketentaun

Pengendalian 'I
Pemanfaatan Ruang
T T——

Kebijakan
Pengembangan '|
Kaw. Strategis
N TT—

Kebijakan
Pengembangan 1
Wilayah
—— T—

Peruntukan Ruang pada -I
Sempadan Pantai,
Sungai, dll

Renc Penyediaan dan .
Pemanfaatan

Alur Migrasi Biota Laut
PP 21/2021

S U-HD
ZM=>OVCW>X

Diintegrasikan oleh perangkat
daerah yang membidangii
penataan ruang sesuai
kewenangannya

> =0 X

-—NZ—=<0A7T



Lanjutan...

MENYUSUN RP2P BERSAMAAN DENGAN PENYUSUNAN RPJMD

RP2P

Tahapan Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan:

RPJMD

- Pendahuluan ' Pemetaan Rencana dim RTRW dan RDTR

Gambaran Keuangan Penilaian Kinerja Pengelola
Daerah
Analisis Kinerja Layanan

Permasalahan dan
Isu Strategis

Gambaran Umum
Kondisi Daerah

Penghitungan Kebutuhan Layanan

Perumusan Tujuan Rencana

Konsolidasi Perencanaan
Penyusuhan Peta Jalan Perencanaan

Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran

Stra.t.egi, Arah
- Kebljakan dan Program j gee— Penyusunan Matrik Perencanaan ke dalam Sistem
Informasi RP2P yg Terintegrasi dengan SIPD

Kerangka Pendanaan Tahapan Rencana Pendanaan Indikatif:
dan Program
Perangkat Daerah | Estimasi Biaya Layanan

Pembangunan Daerah

Kinerja Identifikasi Sumber Pendanaan Layanan
‘ Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Penyusunan Skenario Pendanaan Layanan

Sumber Permendagri 86/2017



RP2P MENJADI BAGIAN RPIMD

FP2F menjadi Bagian

BFZP menjadi Bagian

RP2ZP menjadi Bagian

No. Outline RP2P | Bab/No. Outline RPJMD dari RPJMD
.1 Peta jalan 6.1 Strates1 MMemasukan peta jalan
penyediaan, penyediaan,
pensoperasiarn, pengoperasian, dan
dan pemeliharasn layanan
pemeliharaan perkotasn yang tersusu
lzyanan dalam FP2P menjadi
perkotaan bagian dar stratesl
pembanzunan
6.2 Arah Kebjjalan
Pembansgunan
5.2 MMatrilc 6.3 Program Pembangunan MMemazukan matrik
PEMFOSYaman Daersh PEmMYOSTaImar] VAE
tersusun dalam FEP2P
menjadi bagian dan
program pembangunan
daerah
Bab VI | Rencana Eab VII Eerangksa Pendanaan
Pendanaan Pembangunan dan Program
Indilzatif Perangkat Daerah
5.1 Estimasi Biaya Program Peranglat Diasrah IMemasukan rencana
pendanzan ndikatf
penyelenszarasn
pengelolaan perkotaan
&0 Tdentifikasi yvang tersusun dalam
Sumber ?‘P‘-':.LP menjadi bagian—
Pendanaan dari program peranglat
daerah
Layanan
6.3 Pernpuzumnan
Skenaro
Pendanzan
Bab VIII | Einerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Bab IX Penutup

No. Outline RPZP | Bab/No. Outline RPJMD dari REJMD
EabI | Pendahuluan Bahb I Pendahuluan
1.1 Latar Bslmicang | 1.1 Latar Eslalcang Latar helalang FFIP
diperhatikan dalam
peayusurtan latar
belakarng FRJLD
1.2 Dacar Fulosm 12 Dacar FHuloum Pesyusunan Daczar huloom FR2F
diperhatikan dalam
peayusunan dasar
hukum pemyusunan
FERJLID
1.3 Fuang Lingloup | 1.3 Hubungen Antar Doloumen -
1.4 Malegud dan 1.4 Malegud dan Tujeem Eaksud dan Tujuan
Tuajzar FPZP diperhatikarn dalam
pernyusunan Malesud dan
Tujuan FRIRMD
1.5 Sistemarilca Penulican
Eab II | Gambaran Eab II Gambaran Tmum Kondisi
U Daerah
21 Bantul: dan 2.1 Acpalc Geografi dem a). Pada azpak peografi,
Klacifikad Deemogzaf klazifikasi perkotaan
Perkotaan menjadi bagian yang
digambarkaxn dalam
arpek ind. Untulk BRIMD
Kabupaten dan Provingi
perlu memasulcan
deliniazi dan hracan
kmmrazan perkotasm yang
berada di wilayahnya
zepuai BPIP vang
mengacl pads rencans
tats ruang.
b}. Pada agpelk demogradi,
perlu memasulcan hasil
identfikazi kelompolk
=5 T target penerima layanan
N yang terzusue dalam
Eelompole FpIp
Target )
2.2 Axgpeic Kegejahteraan
Kaoyarakar
2.3 Pemetaan Titklk 2.3 Axpelk Pelayanan Umum Memaruklon secara
Fazilitaz ringlas hagil pemetasn
Pelayanan titik fagilitas layanan
Perkotaan perkotasn, perumahan
] Pemetaemn perkotaan, penilaian
K kinarjs pengslola
Eomrm i layanan, dan analizic
kinerja layanan yang
tersusun dalam
gambaran umum FEFZP
=z Axgpeic Daya Saing Dasrah
Bah IIT Gambaran Keuangan
Daerah
31 Kinerja Keunangan Maza [aha
34 Kebijakan FPengelolaan
Keuangan WMasa Lala
I3 Kerangica Pendanaan

No. Ontline RPZP | Eab/No. Outline RPJMD dari REJMD
Eab Permasalahan Eab IV Permasalahan dan Isu-Isa
I dan Isu Strategis Daerah
Strategis
3.1 Permaszalahan 4.1 Permaszalahan Memasukan hagil
- penilaian Pambangunan identifilkasi permazalahan
ldnerim penyslen pEarmme
peng=iola peng=lolaan parioctann
layanan yang dikamillcan dari
perlootaan penilaian kinsrja
- analiziz pengalola layanan
ldners perkotasn serta amaliziz
layanan kinarja layanan
perkotasm perkotasn yang terzusun
dalam EP2FP
3.2 Izu Strategic 4.2 Izu Strategic Memacukan hagil
idensifiloasi isu srategis
penyelanpparame
pengelolaan periootann
yang terzusuen dalam
FFPZFP
Bab IV | Analiza Bab V Visi, Mixi, Tujuan dan -
HKebutuhan Sazaran
Layanan
5.1 Wisi
5.2 Alixzi
4.1 Penghiturngan 5.3 Tujuan dan Sagaran a). Memaguloan tujuan
Kebutuhan FPZFP menjadi bagiam
Layarnan tujuan FRIRMD
Farkotasn b}. memarnkan haeil
penghitungmn kebutiuhan
layanan perlotmsn dan
konzcolidazi rencana
dalam FPIP menjadi
bagian dari cazsran
FERJILD
4.2 Perumacan
Tujuan FP2FP
4.3 Konzolidasi
Fencana
Penyediaan,
Pengoperasizn,
dan
Pemeliharasn
Layarnam
Perkotaan
Bab V | Rencana Eah VI Strategi, Arah HEebijakan
Sistem dan Program Pembangunan
Pelayanan Daerah
Perkotaan
5.1 Peta jalan 6.1 Strategi Memarukan peta jalan
penyediaan, penyediaan,
pengoperazian, pengoperazian, dan
dan pemelibarazsn layanan
pemeliharaan perkotasn yang tersus
layanan dalam FFIF menjadi
perlkotasan bagian dari strategd

pembanginan




R




Papan Kendali (Dashboard) RP2P on progress

C ® localhost:3000/sign-in O * o % v ] 0
RP2P KEMENDAGRI
Login Page
Username
[ rpEp_]akana_bIﬂd J
Password

rp2p_jakarta_barat



WHAT’S NEXT?

Q1-Kuartall
Penyusunan RP2P sebagai bagian Dokumen RPJMD yang dilakukan secara manual

))

Dukungan Kebijakan dan Aturan yang diperlukan:
« Kepmendagri rincian teknis RP2P;
« Instruksi Presiden untuk berbagi Application Programming Interface (API) data;
« Instruksi kepala daerah untuk berbagi data termasuk dari pihak swasta (IMB PBG);
« Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk integrasi matrik pemrograman RP2P ke dalam SIPD.
- Kelembagaan (PMO dan Unit Kerja)

Q2-Kuartal ll

Penyusunan Matrik Pemrograman RP2P kedalam RPJMD (program pembangunan
daerah)

» Dashboard RP2P dalam beberapa kota pilot

Q3-Kuartal lll
Piloting Integrasi Sistem Informasi RP2P ke dalam SIPD (Kota terpilih)

Q4-Kuartal IV
RP2P terintregrasi ke dalam sistem SIPD






LAMPIRAN



RENCANA SISTEM
PELAYANAN

PERKOTAAN
(KEPMENDAGRI)




SISTEMATIKA RP2P 01. rendahuluar

Sistematika RP2P yang terdiri atas Rencana
Sistem Pelayanan Perkotaan dan rencana
pendanaan paling sedikit memuat:

02. Gambaran Umum

03. Permasalahan dan Isu Strategis

L .
Analisa Kebutuhan Layanan
1 ‘ 04. perkotaan
-
N —
N 05

-

Rencana Sistem Pelayanan

X

. | | .
' s \ = 3 3 Pe r ko-l-a an

2 B P U

A | //) 06. Rencana Pendanaan Indikatif

+Diatur dalam Kepmendagri tentang Rincian Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan, Rencana Pendanaan Indikatif dan Sistemati




PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyusunan dan pelaksanaan RP2P untuk Kawasan
Perkotaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih
daerah dan perkotaan yang menjadi kawasan strategis

nasional.

 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan
pelaksanaan RP2P untuk kota sebagai daerah dan Kawasan

Perkotaan dalam kabupaten.
- Pembinaan dan  pengawasan
dikoordinasikan oleh Menteri.

Secara

nasional

Pemerintah Pusat

Menteri -> Pembinaan dan Pengawasan
Secara Umum

Menteri Teknis dan Kepala Lembaga
Non Kementerian --> Pembinaan dan
Pengawasan secara teknis

Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
melalui perangkat daerah yang
membidangi perencanaan pembangunan
daerah melakukan pembinaan dan
pengawasan yang bersifat umum dan
teknis

Pasal 15 - 28



PEMETAAN RENCANA DALAM
RTRW DAN/ATAU RDTR

Menelaah:

Rencana
Struktur Ruang

Rencana
Pola Ruang

Meliputi Pusat Kegiatan dan Meliputi Kawasan Budidaya
Sistem Jaringan Sarana dan .

o« e
1]

=
e
-
=
-
-

=

-
-




{-»" IDENTIFIKASI KELOMPOK
ﬂl‘i TARGET PENERIMA LAYANAN

Kode
Kelompok Data K{.]de Variabel Sub Sub Variabel Keterangan Sub Variabel
Variabel .
Variabel
A.x.xxx Demografi Daerah
Jumlah Jumlah Data Jumlah Penduduk per
Al Al.l kelurahan dan/atau desa di
Penduduk Penduduk .
Daerah X
Data Jenis Kelamin Pria per
A2.1 Pria kelurahan dan/atau desa di
. . Daerah X
A-2 Jenis Kelamin Data Jenis Kelamin Wanita
A.2.2 Wanita per kelurahan dan/atau
desa di Daerah X
) Usia O - 4 Data Kelompok Usia 0 - 4
A3.1 tahun tahun per kelurahan
dan/atau desa di Daerah X
Usia 5 - G Data Kelompok Usia 5 -9
Kependudukan A.3.2 ‘ tahun per kelurahan
tahun / desa di Daerah X
Kelom Ok Kelom Ok dan/atau desa di Daerah :
P P , Data Kelompok Usia 10 - 14
oA Usia 10 - 14
. oge A3.3 tahun tahun per kelurahan
Disabilitas A3 Kelompok dan/atau desa di Daerah X
o Usia : Data Kelompok Usia 15 - 19
o Usia 15 - 19
A3.4 tahun tahun per kelurahan
dan/atau desa di Daerah X
) Usia 20 - 24 Data Kelompok Usia 20 - 24
A.3.5 tahun tahun per kelurahan
dan/atau desa di Daerah X
. _ Data Kelompok Usia 25 - 29
| AW 4 ‘ A.3.6 Usia 25 - 29 tahun per kelurahan
tahun ) .
. dan/atau desa di Daerah X
Orang dengan Pengungsi

Gangguan Jiwa




Lanjutan...

Kapasitas

Tampung

Kepemilikan

Operasional

& Pemeliharaan

Tabel Kebutuhan Data

Penggunaan

Klasifikasi Data

Kode

Variabel

Kode
Sub
Variabel

Sub Variabel

Keterangan Sub Variabel

Sumber Data
Struktural

Sumber Data
Non Struktural

Lokasi
(Georeference)

B.x.xxx Fasilitas Umum dan Faailitas Sosial Daerah

Prasarana

Kapasitas Jaringan

Kapasitas Jaringan .lalan __

B Jalan di Daerah X
Biav Biaya Pengelolaan P e
B.1.2 ryE Eenpsldiann Jaringan Jalan_di Daerah Eraiuest Dageal .

_ Peta Jaringan Jaringan Jalan X PRt Vang Memmdi_ang;l Sumber Open
Jaringan Jalan g 5 P 5 ” Uruszan Pekerjaan Source, seperti
dan Perlengkapan B.1 e A o rgliiﬁgj‘lna.f_‘ljj . Jen_gg'u_naa_u [ PSHSIJ i Umum Dan OpenStreetMap,
Keselamatan Lalu | foor iy S | :ilal far i atnpan ngaﬂ Jalan _di Daera Penataan Ruang Google Maps
Lintas kelaga _]ala_tl at I{ P TR —— dan/atau atau Badan

B.14 Kondisi Pengpunaan st g8t Ly Perhubungan Hukum
=5 Jalan : gar Jalan di Daerah
Kondisi Perlengkapan | Kondisi Perlengkapan
B.1.5 Keselamatan Lalu Keselamatan Lalu Lintas
Lintas di Daerah X
Sistem Peta Jaringan Kapasitas Jaringan Kapasitas Jaringan Sistem | Perangkat Daerah
Penyediaan Air B.2 B.2.1 sistem Penyediaan Penyediaan Air Minum di vang Membidangi

Minuam

Sistem

Air Minum

Daerah X

Urasan Pekeriaan




FASILITAS LAYANAN PERKOTAAN

Fasilitas Umum : Fasilitas Sosial :

Prasarana

Paling sedikit: Paling sedikit: Paling sedikit: Paling sedikit meliputi fasilitas:

« Jaringan jalan dan Sarana pemerintahan; - Jaringan listrik; « Komunitas adat dsb:
perlengkapan keselamatan Sarana pendidikan;  Teknologi informasi dan « penanganan warga negara
lalu lintas: Sarana kesehatan:; komunikasi; migran korban tindak
Sistem penyediaan air minum Sarana transportasi; « Gas dan pengisian bahan kekerasan dsb.

Jaringan drainase; Sarana peribadatan; bakar.  Rehabilitasi NAPZA
Sistem pengelolaan air Sarana perdagangan; * Perlindungan jaminan sosial;
limbah; Sarana kebudayaan, rekreasi, » Siap tanggap darurat bencana
Sistem pengelolaan Gor, gedung pertunjukan dsb.  Pencatatan informasi cuaca;
persampahan; Sarana keuangan dan « Layanan informasi dan data;
Sistem proteksi kebakaran; perkonomian; e Pemadam kebakaran;
Terminal atau stasiun; Sarana ruang terbuka hijau; * Layanan untuk tenaga kerja;
Jalur pejalan kaki dan Sarana penelitian dan « Pemakaman;
penyeberangan; pengembangan TIK; « Perlindungan hukum;
Jalur sepeda dan kendaraan Museum dan perpustakaan; « pembinaan UKM,;
listrik; dan tempat pertemuan, insentif, * sanggar seni; dan

' ' * Trantibumlinmas




Lanjutan...

PEMETAAN KAWASAN

PERUMAHAN

an dan Fasilitas

Data Penggunaan
Fasilitas

Perumaqn Perumahan

Penggunaan

yang Dimiliki

Tabel Kebutuhan Data

Kode
Klasifiltasi . . . Sumber Data | Sumber Data Non Lokasi
Data Kode Variabel S!.lb Sub Variabel Keterangan Sub Variabel Strulctural Struktural [Georrirencs)
Variabel
C.x.xxx Fasilitas Umnum dan Fasilitas Sosial Daerah yang disediakan Pernmahan Swasta
C.0.1 Jumlah Perumahan Data Jumlah Perumahan di
Dacrah X Perangkat sSumber Open
i f o ra i '
Peta C.0.0 Jenis Perumahan Knme’rsm_l Jumum fswadaya/kh Dearal} ¥ a_'[]_g Source, seperti
. usus/negara membidangi
Perumahan C.0 Persebaran OpenStreethMap,
. Jumlah Pendudulk per Data Jumlah Penduduk per perumahan .
Peramahan 0.3 : - Google Maps atau
Perumahan Perumahan di Daerah X dan kawasan Badan Hulkum
permukiman
C.04 Bentuk Rumah pada Tunggal /Deret/ Susun
Perumahan
Prasarana
. , , Kapasitas Jaringan Jalan di
C.1.1 Kapasitas Jaringan Jalan Daerah X
. 10 Biaya Pengelolaan Biaya Pengelolaan Jaringan
Jaringan Peta Jaringan T Jaringan Jalan Jalan di Daerah X Pera_ﬂglicat Sumber Open
Jalan dan %alz_ﬂ K c1.3 Pengounaan (Okupansi) Pengounaan (Okupansi) DEM? d*a_ng Source, seperti
Perlengkapan C.1 T é?'ar an Y Jaringan Jalan Jaringan Jalan di Daerah X membidangl OpenStreetMap,
Keselamatan i[;ungE,l;tatus Kondisi Penggunaan Jaringan dpemkgl ahan Google Maps atau
; an HKelas C.1.4 Kondisi Penggunaan Jalan . an kawasan
Lalu Lintas jalan Ja_]_a_-ﬂ. .;;1I1 Dasrah X permukiman Badan Hukum
Kondisi Perlengkapan Kondisi Perlengkapan
C.1.5 g<ap Keselamatan Lalu Lintas di

Keselamatan Lalu Lintas

Daerah X

T s




Lanjutan...

PENILAIAN KINERJA PENGELOLA
LAYANAN PERKOTAAN

Penilaian kinerja pengelola layanan perkotaan dilakukan untuk semua layanan baik

yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan daerah, badan usaha milik daerah,
perusahaan swasta/perorangan, badan usaha milik desa, dan/atau layanan yang
dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah dan badan hukum yang terdiri dari

Kelembagaan
Pengelola Layanan

antara lain
kepemilikan,
susunan
organisasi dan
lain
sebagainya:

N\

Laporan Keuangan
dan Nilai Aset

termasuk
untung dan rugi
dan besaran
tarif pemakaian
apabila berlaku

N\

Data Pengguna
Fasilitas

Termasuk
~ kelompok target




Lanjutan...

ANALISIS KINERJA LAYANAN
PERKOTAAN

Analisis kinerja layanan perkotaan menggunakan Standar Pelayanan Perkotaan
yang terdiri dari:

Pengukuran Layanan Pengukuran
Perkotaan dan Kualitas Kemanfaatan,
Hidup, Perkotaan Keterjangkauan, dan
Cerdas, dan Perkotaan keadilan Berbasis
Berketahanan Persespi Masyarakat.

-_

Dilokukan melalui
pengukuran berbasis

: pengukuran berbasis
data menggunakan n||lllh'i 1 ||||""' persepsi menggunakan
indeks perkotaan L

I |||| I!II';- p:(g(_‘:_rqu\'f indeks persepsi

, berkelanjutan IIlIl '“ll' i

: J i! perkotaan berkelanjutan
T}._.;f-*_ﬂf' & menggunakan survei
- kepuasan

Dilakukan melaui




Lanjutan...

-~ PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
LAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kelompok target, pemetaan titik fasilitas layanan,
pemetaan kawasan perumahan, penilaian kinerja pengelola layanan perkotaan,
serta penilaian kinerja layanan perkotaan

Fasilitas
Pelayanan yang
Harus Ditambah

I==150

—

=
¢ & U B UL
A .

=l
g

Fasilitas
Pelayanan yang
Harus Diperbaiki

1

Pelayanan yang
Harus Ditingkatkan
Kapasitas
Layanannya

B Baik melaui

peningkatan
pengoperasian,

pemeliharaan,
pembinaan SDM,
pengembangan
~ teknologi dan
inovasi sesuai

~ kebutuhan

1

pelayanan yg harus
dikerjasamakan

> Dikerjasamakan
dengan daerah
ydang
berbatasan
langsung.




Lanjutan...

KONSOLIDASI PERENCANAAN

K"

Konsolidasi rencana penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan
perkotaan pada kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan/atau badan hukum
yang dilakukan pada semua perencanaan dengan cara:

Melaksanakan
Focus Group
Discussion (FGD)

Mengumpulkan
dan Mereview
Semua Rencana

Menyusun skema
keterpaduan

Serta Untuk mendiskusikan =%
keterpaduan proses
layanan perkotaan,
serta menganalisa
alternatif

| penyelesaian secara
S teknoratis dan/atau
memediasi
penyelesaian antar
sektor

keterpaduan layanan
perkotaan yang
terdiri dari integrasi
antar layanan, waktu,
dan jadwal tahapan
penyediaan,
pengoperasian, dan
pemeliharaan
layanan perkotaan

mengidentifikasi

| adanya tumpang
tindih antar rencanaq,
adanya kekosongan
' pelayanan
perkotaan, dan/atau |
adanya rencana '
yang saling bertolak

DE () K

I e A
o RER -
br

- s ==

U _z’_.'_li:”'.ﬂl w"u |

L al { | VR T | | AL Y | h RLLE. ."‘“'H‘w.”rl‘lel-“ i A i ’_& i




Lanjutan...

PENYUSUNAN PETA JALAN
PERENCANAAN

Penyusunan peta jalan penyediaan layanan perkotaan dengan sinergi mekanisme
pengelolaan dilakukan dengan cara:

2 @g

1

Mencatatkan
Profil Pengelola
atau Operator

Memetakan
Rencana Bisnis

Menyusun Langkah

Mengidentifikasi 1
Langkah

Peluang Penyediaa
Fasilitas

@ rencandad bisnis Mencatatkan ii \\// Mengidentifikasi Langkah-langkah
i) (st @ para pengelola profil pengelola - @ﬂ/ pe'ucr:jg peta jalan
kedepan ~ fasilitas ’ OPPORTUNH'Y 5 . belum tersedia pengoperasian
becial layanan ke @ *( & & >4 alui dan pemellhoroonrl
goneng 1 ¢ 4 o Mo layanan perkotaa

dalam satu G

mekanisme forum
basis data. BT 5 & =

=& pengelola layanan
atau operator

W
A%alyosL

L AEENLF N EERE TR
ﬁ“'?”’{ﬂﬂli\ ELOEEEEECREG



Lanjutan...

PENYUSUNAN MATRIK

INFORMASI RP2P YANG

| -
J \ J
Y e Y

terintegrasi dengan SIPD yang terdiri dari program:
Penyediaan ) Pengoperasian dan Pembinaan Sumber
Layanan Pemeliharaan Daya Manusia
Perkotaan Layanan Perkotaan

‘ Dalam
penyediaan,
pengoperosion,
~dan pemeliharaan
onqnon
perkotaan;

4‘4~.- -.;l"

-vH--.-m-.-) b ._i‘-.n.,

PEMROGRAMAN KE DALAM SISTEM

TERINTEGRASI DENGAN SIPD

Penyusunan matriks pemrograman ke dalom sistem informasi RP2P yang

Pengembangan
Teknologi dan
Inovasi

S o
"’Nl !penyediaan,
B lképengoperqsion

Mgddan pemeliharaan
¢ W ylayanan perkotaa
dengan
pendekatan kota
cerdas

N Y 2

mh.ni'



RENCANA SISTEM
PENDANAAN
INDIKATIF

(KEPMENDAGRI)




Lanjutan...

ESTIMASI BIAYA LAYANAN

N\

Estimasi Biaya Dalam
Pengoperasian dan
Pemeliharaan

Estimasi Biaya dalam
Penyediaan Layanan

S thOT?
recinng 17T //
Farrens

/
osts
/

/
/

= <
¢ savings 27
" Currer

=\

o=

Hotel
shuttle

W
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Lanjutan...

, IDENTIFIKAS| SUMBER
\@/ﬂ PENDANAAN

\

Identifikasi Perkiraan
Sumber Pendanaan

identifikasi perkiraanﬂ
sumber pendapatan

Identifikasi
perkiraan sumber
pendapatan untuk
layanan yang

Identifikasi
perkiraan sumber
pendanaan dalam
penyediaan,
pengoperasian dapat

dan pemeliharaan dimanfaatkan

s layanan perkotaan e e warga secara
\ y \, aY-YdaValVZaT4 y
7

" PENYUSUNAN SKENARIO
PENDANAAN LAYANAN

Berdasarkan estimasi biaya dan identifikasi perkiraan sumber pendanaan




RP2P

CONTOH RP2P MENJADI BAGIAN DARI RPJMD

GAMBARAN UMUM

IDENTIFIKAS|I KELOMPOK TARGET

_ Usia 70 - 74 Data Kelompok Usia 70 - 74
A31S ta]nm tahun per kelurahan
dan fatau dess di Dasrah X
Lo Crata Kelompek Usia 75
A 316 E;ataf tahun | o0 e per kelurahan
dan fatau desa di Dasrah X
Ilats [per jenis
Perncaharian pekerjaan)
[per status [Perlu di
Ad pekerjaan fper Asl breakdown
lapangsn lagi
pekerjaan) klazifikasinya)
Cizabilitas
ALBl Fisik
DCizabilitas
_ o A52 | mtelektual
A5 Dizabilitas s Dizabilitas
T Dlexmtal
Dizabilitas
A4 censorik
Kelompok . o Crata Falor Miskin per .
A6 - AGd Faldr Mliskin kelurahan dan/atau deza di
hliskin :
Daerah X
Orang dengamn
Orang dengan Gangsuan
AT Gangsuan AT Jiwa
Jiwra [Cizabilitss
Ilexntal)
Fengungzsi Drata Pengungsi dari Dalam
AZl dari Dialam MNegsrl per kelurahan
A5 B - Wezeri dan /atau di Dasrah X
BUHE Pensunss=i Crata Penzungsi darl Dalam
AdZ dari Luar Wegeri per kelurahan
Nezerl dan/atau di Daerah X

RPJMD

BAB Il - GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH

Tabel 2.2 Kelurahan Tangguh Bencana Kota Surabaya Tahun 2016 - 2020. [l

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan...................... [l
Tabel 2.4 Kelompok Usia Penduduk Tahun 2020 Kota Surabaya (Jiwa)........ |
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah....... |
Tabel 2.6 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020

11
12
12
14

16



Contoh RP2P menjadi bagian RPJMD

Strateg @ Capaian Kinerja @ @

idan SKPD
Sasaran Arah Indikator Kinerja Kondisi Kondisi Program Pembangunan Daerah - Bidang Urusan Penanggung
Kebijak Awal Akhir Jawab
an
M e ke ka}mpung 1. Rencana Penyediaan Dinas
jumlah DESA yang bersih dan Sarana
K.1.1 Kesehatan
BERSIH dan sehat K12 Kesehatan darcosial
@ SEHAT o
2. Rencana Pengoperasian Dinas
SPP menambahkan persyaratan: K21 Sarana Kecolatan
1.Berapa fasilitas yang harus disediakan®? : K22 Kesehatan dan Sosial
2.Berapa orang penerima manfaat kampung bersih dan - —
sehat? .Kgnlcana emeliharaan Sarana
3.Berapa persen dari penerima manfaat itu adalah L Kesehatan
kelompok rentan? : .
4.Apakah jumlah kampung bersih sehat tersebut mrata 4. Rencana Pembinaan SDM Sarana
untuk seluruh wilayah kota m; Kesehatan
5. Rencana Pengembangan
Teknologi dan Informasi Sarana
KiS5:1 Kesehatan
K52

RP2P :

* Mengkonsolidasikan pengelolaan berbagai bidang
program pembangunan untuk dapat memenuhi target
capaian SPP?

* Dalam hal penataan kota, Bagaimana bentuk kolaborasi
antar instansi pemerintah dan/atau pemerintah dengan
masyarakat memenuhi SPP




Contoh RP2P diintegrasikan dengan RTRW

@ 2)

PPK WP Samida (WP A) APBN, APED
Prop, APBD DISPERUMEKIM
Kota, sumber
dana sah
lainnya
APEBN, APBD DISPERUMEKIM
Prop, APED

Pengembangan RTH skala kota

@D

SPP menambahkan persyaratan: Pengembangan RTNH skala kota PPK WP Samida (WP A)

1.Berapa orang penerimamanfaat program peremajaan Kota, sumber
kawasan? fanaan
I I I Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur Kel Panaragan,Kel Paledang, APBN, APBD Kem PUPE,
2. lI?elrapa pkersetn dgrl penerima manfaat itu adalah : P P Kel Panaragan Kel Paledang APEN, APBD | Kem PUPR. o,
Gudang, Kel Empang, Kel Kota, sumber DISPERUMEKIM,
SOl po ren Sl . . Tega_legga dan KelPSergupur dana sah DPUFPR, BAPPEDA
3.3.Apakah jumlah kawasan yang diremajakan tersebut lainnya
" 1 Penataan fasilitas minimum pusat kota yang telah ada WP Samida (WP A) APEN, APED DISPERUMKIM ,
merata untuk seluruh bagian wilayah kota? P yang o o ber | Dops. DARPEDA
dana sah
lainnya
Penataan Pusat Lingkungan Kelurahan Kebon Kalapa, APB[‘)?Kota , DPUPR, DPMPTSP,
Sukasari sumber dana BAPPEDA,
sah lainnya DISHUB
10 Penataan sekotor informal (PKL) WP Samida (WP A) APED Kota, DINAS KUMEKM

sumber dana
sah lainnya

RP2P :
* Mengkonsolidasikan pengelolaan berbagai bidang
program pembangunan untuk dapat memenubhi target

capaian SPP?

* Dalam hal penataan kota, Bagaimana bentuk kolaborasi
antar instansi pemerintah dan/atau pemerintah dengan
masyarakat memenuhi SPP




RENCANA SISTEM PELAYANAN PERKOTAAN

Meliputi Rencana:

Penyediaan Layanan Pengoperasian Layanan
Pemeliharaan Layanan Pembinaan SDM

Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam
penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan

Tahapan:

Pemetaan Rencana dim RTRW dan RDTR
Identifikasi Kelompok Target
Pemetaan Kawasan Perumahan

Pemetaan Titik Fasilitas
Penilaian Kinerja Pengelola

Analisis Kinerja Layanan
Penghitungan Kebutuhan Layanan

Perumusan Tujuan Rencana
Konsolidasi Perencanaan

Penyusunhan Peta Jalan Perencanaan

Penyusunan Matrik Perencanaan ke dalam Sistem
Informasi RP2P yg Terintegrasi dengan SIPD

Dilakukan dengan Pendekatan Kota Cerdas:

FREANYZ
d40

Ta’gal[elo!a Ekonomi Kehidupan Masyarakat Lingkungan Mobilitas
Birokrasi Berkota

+Diatur dalam Permendargi tentang Pendekatan Kota Cerdas
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|
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({1

Metode Pengukuran Berbasis Data menggunakan
Indeks Perkotaan Berkelanjutan

(@ Indikator 4@ ndikator , Indikator
Layanan Perkotaan iPerkotaan /|, 'Perkotaan

\ dan Kualitas Hidup Cerdas ‘ Berketahanan
— = I1SO/SNI 37120 ISO/SNI 37122

~--~ " ISO/SNI 37123
Metode Pengukuran Berbasis Persepsi Menggunakan
Indeks Persepsi Perkotaan Berkelanjutan

o] & =
Standar h(‘g Standar
KEMANFAATAN il KEADILAN

Untuk memastikan warga Untuk memastikan semua Untuk memastikan warga
Perkotaan menerima kelompok termasuk Perkotaan di setiap bagian
Mmanfaat dari layanan kelompok rentan dapat  wilayah Perkotaan dapat
perkotaan memanfaatkan layanan menjangkau layanan

Perkotaan secara adil. secara efektif dan efisien.
xDiatur dalam Permendargi tentang Standar Pelayanan Perkotaan

Standar
KETERJANGKAUAN
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